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ABSTRAK 

Muhammad Daffa Bagaskara. 201910115044. Perlindungan Hukum Terdahap Korban 

Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang 

Pemberantasan Terorisme  

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 merupakan terobosan baru bagi pemerintah sebagai 

salah satu tanggung jawab negara dalam melindungi keselamatan dan keamanan warganya. 

Dalam hal ini, Indonesia telah melangkah pada satu tahapan penting dalam mengupayakan 

penanganan yang memadai bagi para penyintas dan korban terorisme dengan lahirnya Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahuai apa yang 

dimaksud perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme menurut peraturan 

perundang- undangan dan untuk mengetahui hak-hak korban dari tindak pidana terorisme 

berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2018. Penelitian ini dilakukan dengan metode 

hukum normatif dengan menggunakan bahan-bahan Pustaka hukum terdiri dari teori, asas, 

prinsip hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan sesuai dengan 

penelitian ini. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang berupa sumber hukum 

primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan data dari daftar penerima kompensasi melalui 

putusan pengadilan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim. sebagaimana dirilis oleh LPSK, 

terdapat 11 orang korban tindak pidana terorisme pada kerusuhan di Mako Korps Brimob Polri 

Kelapa Dua Tanggal 8 Mei 2018. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana 

terorisme dan hak-hak korban tindak pidana terorisme menurut Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu korban terorisme menjadi 

tanggung jawab penuh negara. Bentuk tanggung jawab negara tersebut meliputi bantuan medis, 

rehabilitasi, santunan, dan kompensasi. Korban tindak pidana terorisme juga mendapaktkan 

perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban berupa bantuan medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi psikososial, 

kompensasi, dan restitusi. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban Teroris, Tindak Pidana 

Terorisme, Hak Korban 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban Teroris, Tindak Pidana Terorisme, Hak Korban.  
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ABSTRACT 

Muhammad Daffa Bagaskara. 201910115044. “legal protection for victims of criminal acts of 

terrorism according to law number 5 of 2018 concerning the eradication of terrorism”  

Law Number 5 of 2018 represents a new breakthrough for the government as one of the state's 

responsibilities in protecting the safety and security of its citizens. In this regard, Indonesia 

has taken a significant step in providing adequate measures for survivors and victims of 

terrorism with the enactment of Law Number 5 of 2018. The purpose of this research is to 

understand the legal protection for victims of terrorist crimes according to legal regulations 

and to determine the rights of victims of terrorism based on Law Number 5 of 2018. This 

research was conducted using a normative legal method, utilizing legal literature consisting of 

theories, legal principles, and regulations relevant to this study. The research incorporates 

literature studies comprising primary, secondary, and tertiary legal sources.Based on the data 

from the list of compensation recipients through the court decision Number 

626/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim., as released by LPSK, there were 11 victims of terrorist crimes 

during the riots at Mako Korps Brimob Polri Kelapa Dua on May 8, 2018. The forms of legal 

protection for victims of terrorist crimes and the rights of victims of terrorist crimes according 

to Law Number 5 of 2018 Concerning the Eradication of Terrorism include making victims of 

terrorism the full responsibility of the state. This state responsibility includes medical 

assistance, rehabilitation, compensation, and compensation. Victims of terrorist crimes also 

receive legal protection through Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of 

Witnesses and Victims, in the form of medical assistance, psychological rehabilitation, 

psychosocial rehabilitation, compensation, and restitution.  

Keywords: Legal Protection, Victims of Terrorism, Criminal Acts of Terrorism, Victims' Rights 
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